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BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

: a. bahwa dalam rangka penin
pelayanan publik di Kab~_J:-T__r:
berjalan secara ber
evaluasi terhada el~tBB<"'"

b. bahwa eraturan
Negara dan

o ahun 2017 ten tang
urvei Kepuasan Masyarakat

1 g Pelayanan Publik, perlu adanya
o a mum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masverakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
blik di Kabupaten Jember;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jember.

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Ne epublik
Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam
2015 tentang Pembe~~.'fUI~
sebagaimana t nteri
Dalam tentang

~Y.ll5~;~riDalam Negeri
g Pembentukan Produk

n teri Negara Pendayagunaan
egara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

n 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
JEMBER.

Pasal1

Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jember
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasa12
Dalam Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jember ini,
menjelaskan batasan definisi :
a. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi

Pemerin tah;
b. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Daerah

termasuk Badan Usaha Milik Daerah;
c. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;

d. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran
dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa
angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4
(empat);

e. Unit pelayanan publik adalah unit kerjaj'kanto
pelayanan pada instansi pemerintah yang
langsung maupun tidak langsung memberik
kepada penerima pelayanan;
Unsur survei kepuasan masyar.".......,..,.._,_
yang menjadi indik
masyarakat;

g. Survei perio .
pemberi y
1"ru"i'r:>""f a) t

f.

tiga bulan
emester) atau minimal

lembaga pemerintah atau non
g secara hukum berkedudukan di

n yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang
s di bidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga

penelitian yang ada di universitasj'perguruan tinggi;
1. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi

pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan publik sesuai peraturan perundang- undangan;

J. Penerima layanan publik adalah orang, masyarakat,
lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang
menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik;

k. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan
penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang
diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan
publik;

1. Unsur pelayanan adalah aspek atau faktor yang
terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan
masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan;

m. Responden adalah penerima layanan publik yang pada
saat pencacahan sedang berada di lokasi pelayanan,
atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan;



n. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan.

Pasa13
Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan
Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimall (satu)
kali setahun, untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat dengan menggunakan indikator dan metodologi
survey yang telah ditentukan

Pasa14
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit
penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator
dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Pasal5
Dalam melaksanakan Survei Kepuasa
unit penyelenggara dapat dilaksana
bekerjasama dengan lembaga.lain
dan reputasi di bida
melakukan MOU~\"''''fi'9'I'-.L~""'",,"I-

u . wajib mempublikasikan hasil
...Lt:.lI.O-"'l,;.....akat yang selanjutnya Perangkat

orkan hasil pelaksanaan survey kepada

Pasa17
Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember dan akan
dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Nasional.

Pasa18
Secara berkala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat.

Pasal9
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah melakukan
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan publik sebelum diterbitkannya Keputusan ini maka
untuk hasil survey tetap berlaku. Sedangkan untuk unit
penyelenggara pelayanan publik yang belum melaksanakan



Survey Kepuasan masyarakat akan melaksanakan survey
sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan
Bupati inL

Pasall0
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan
Survey Kepuasan Masyarakat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang
berada di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29

HENDYS

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR C;;3



LAMPIRANPERATURANBUPATIJEMBER
NOMOR S'3 TAHUN2021
TENTANGPEDOMAN PENYUSUNANSURVEI
KEPUASANMASYARAKATUNIT
PENYELENGGARAPELAYANANPUBLIK
KABUPATENJEMBER

PEDOMANPENYUSUNANSURVEIKEPUASAN
MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARAPELAYANAN

PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat
pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut ~,~
harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan pu blik yang dilakukan
dirasakan belum memenuhi harapan masvara
berbagai keluhan masyarakat y
jejaring sosial. Tentunya
dampak buruk p
menimbulkan k~·,I"-"".<>j

massa dan
gani memberikan

adalah dapat

dalam perbaikan pelayanan
u epuasan masyarakat kepada pengguna layanan

1I'u.~"""GI.J..l masyarakat pengguna layanan.

It layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks
an Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan

asyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur dalam
pedoman ini.

B. Tujuan

Keputusan ini disusun sebagai acuan untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jember

C. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara Iayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik serta lebih inovati dalam menyelenggarakan pelayanan
publik

3. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik.



D. Prinsip

E.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
1. Transparan

Hasil survei harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh
masyarakat.

2. Partisipatif
Dalam melaksanakan survei kupuasan masyarakat harus melibatkan peran
serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei
yang sebenarnya.

3. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada
pihak yang berkepentingan berdasarkan 1 kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan
Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas
pelayanan.

5. Keadilan
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau ""......J..J..LIa

layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya'_'-';LB'9~.u.J<A."5Yt
lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik d'9-""c..H-.''f''''f'~~

6. Netralitas
Dalam melakukan survei kepuas
mempunyai kepentingan pribadi ng

kepuasan masyarakat
aturan ini meliputi metode survei,

e angkah penyusunan survei kepuasan
n an data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme

.~_-;~__survei, dan rencana tindak lanjut.

F. ei Kepuasan Masyarakat
ei Kepuasan Masyarakat dalam pedoman IDl meliputi beberapa

unsur, yaitu:
1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayaj'tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan Iatau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasijenis pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifkasijenis pelayanan.



6. Kompetensi pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin)
dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
Catatan :

Unsur ke-4 dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam
suatu peraturan perundangan biaya tidak dibe bankan kepada penerima
layanan. Contoh pembuatan KTP.
Unsur ke-6 dan ke-7 dapat diganti dengan pertanyaan
layanan yang akan disurvei berbasis IT (website).

Manfaat dilaksanakannya survei kepuasan masvaaaaa
1. Untuk mengetahui kelemahan atau ml~We::;,1.q.J.

pelayanan publik;
2. Mengukur kinerja penyel~®ljr

pelayanan publik s
3. Sebagai bah p

lanjut e 1
kme t

hasil pel.c:u;..i=l'CfU'~<!lqJ..lJ

dan upaya tindak
ei kepuasan masyarakat;

~~~ ...masyarakat secara menyeluruh terhadap
ublik pada lingkup Pemerintah daerah;

ositif antar unit penyelenggara pelayanan publik
!'ClHd.I.1:;19:llJ.Jgkatankinerja pelayanan;

gambaran Bagi masyarakat tentang kinerja unit pelayanan.

G. Manfaat

4.

5.

6.



BABII
METODE.
SURVEI

A. Periode Survei

B. Metode Penelitian

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Survei ini dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode tertentu).
Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan / triwulan, 6 bulanan / semester dan
minimal satu tahun sekali,

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan
puhlik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah
diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara
pelayanan puhlik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini,
maka metode ini harus dinyatakan dalam laporan. Pengolah dan analisa hasil
survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai den
kaidah pengolahan survei.

Untuk melakukan survei secara periodik merapergnnascan
kualitatif dengan pengukuran
merupakan skala psikometrik y
dan merupakan skala yan'Ev1'~"''''''5
Metode ini dikembangkar

"t~.Ij'lOUl><jUt ,"f''''fU~l-£oetberupa survei.
ert adalah skala yang

apat, dan persepsi sesorang
s jenis layanan publik. Pada skala

n enentukan tingkat persetujuan mereka
,....~.~~~e.nganmemilih salah satu dari pilihan yang



BABIII
PELAKSANAANDANTEKNIKSURVEI

A. Pelaksanaan

1. Pelaksana Survei
a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang

terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

b. Apabila dilaksanakan sendiri atau unit independen yang sudah
berpengalaman, maka unit independen tersebut dapat dilaksanakan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, pelaku us aha atau kombinasi dari unit dimaksud, perlu
dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan unit independen untuk
dibuatkan berita acara.

kepuasan masyarakat terhadap
didasarkan pada metode dan teknik

2. Tahapan Survei
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahap
persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan
mencakup langkah langkah sebagai berikut:
1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik
3. Menentukan Responden;
4. Melaksanakan survei:
5. Mengolah hasil
6. Menyaj'

B. epuasan Masyarakat
elakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2. Kuesioner dengan pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan

melalui surat;
3. Kuesioner elektronik;
4. Diskusi kelompok terfokus; dan
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

C. Penyusunan Laporan
Laporan hasil survei dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten,
berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.
Materi pokok laporan SKM mencakup latar belakang masalah, tujuan, metode,
tim survei kepuasan masyarakat dan jadwal pelaksanaan, serta tindak Ianjut
survei kepuasan masyarakat.



Adapun sistematika laporan sebagai berikut:
1) Pendahuluan:

a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya
problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau dari komponen
yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik.

b. Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil
SKMyang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKMnasional;

c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel
dan jumlah responden. Selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang
berhasil dikumpulkan kembali dan jumlah kuesioner yang dapat
diproses lebih Ianjut.

d. Tim SKMterdiri dari penanggungjawab dan pelaksana SKM.
e. Jadwal SKMmemuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

2) Analisis
Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan dan deskripsi hasil analisis.
Hasil analisis harns memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai
beberapa faktor pemicu kelemahan danj atau kelebihan pada setiap
komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut da
dibandingkan dengan hasil survei 2 tahun sebelumnya.

3) Penutup
Terdiri dari kesimpulan dan saranjrekomendasi. Kesi~:!>-'\...(;.U{..

intisari hasil SKM, baik bersifat negatif
saranjrekomendasi memuat masukan
masing-masing komponen yang men~_I-'r'fZ1'"f'-P_"Y"'I'"J~aCl.U,c:;u.

Selain hal-hal pokok sebagai.u-£"""""
harus memuat ringkasan ..-.:;....'"



BABIV

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana
a. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim

Penyusun Survei Kepuasan Mayarakat yang terdiri dari:
a)Pengarah
b)Pelaksana, terdiri dari:

1) Ketua Anggota sekaligus surveyor sebanyak-banyaknya 5 orang
2) Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 orang

b. Apabila bekerjasama dengan lembaga lain maka lembaga tersebut hams
memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian dan survei. Selain
itu perlu dilakukan perikatan perjanjian kerjasama antara lembaga lain
dengan penyelenggara pelayanan publik. Lembaga lain tersebut dapat
dilaksanakan oleh unit independen, yang terdiri dari BPS, lembaga
penelitian perguruan tinggi dan lembaga survei yang terpercaya.

2. Penyiapan Bahan Survei
a. Kuesioner

Dalam menyusun survei kepuasan masyarakat diggJH'!:,KpJD./
(kuesioner) sebagai alat bantu pengumpula
penerima layanan.
Penyusunan kuesioner disesuaik ......~_-e-s- ~, .. ~

data yang ingin diperoleh d
b. Bagian Kuesioner

Kuesioner terb~vuc:ujq<...~
Bag!

instansi yang

apat berisikan identitas responden, yaitu jenis kelamin,
s a, idikan, dan pekerj aan.

ntitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden berkaitan
dengan persepsi (penilaian) terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu
dapat juga ditambahkan kolom waktufjam responden saat disurvei.

3) Bagian ketiga
Pada bagian ini berisi daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak
terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan
pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak
terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban
bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik
dan apresiasi.



c. Bentukjawaban

Desain bentuk jawaban setiap pertanyaan un sur pelayanan dalam
kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan
jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan
tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari
sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/tidak puas. Pembagian
jawaban dibagi dalam 4(empat) kategori, yaitu:
1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
3) Baik, diberi nilai persepsi
4) Sangat baik, diberi nilai

Contoh:

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan
tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, 1
terlalu banyak sehingga proses tidak efektif.

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaks9J.l'i!I....a1T
pelayanan masih belum mudah, sehingga proses el

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaks~,j.p.'fl.J.f
dirasa mudah, sederhana, tidak
diefktifkan.

4) Diberi nilai
pelayanan

p 1 d isesuaikan dengan jenis Iayanan, tujuan
i diperoleh, Responden dipilih secara acak yang

an cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.
besaran sampel dan populasi dapat menggunakan cara

sedern yitu dngan menghitung sepertiga (1/3) dari jumlah pengguna
an yang dilayani setiap hari.

okasi dan waktu pengum pulan data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di:
1) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk,

seperti unit pelayanan SIM, STNK,transportasi dan sebagainya.
2) Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu, seperti telepon,

air bersih, pendidikan, dan sebagainya pada saat responden di rumah.
c. Pelaksanaan pengumpulan data

1. Pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada
masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Pengisian kuesioner
Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 kemungkinan
(2)cara, yaitu:
a) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan

hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
Dengan cara ini sering terj adi penerima layanan kurang aktif melakukan
pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan
yang bersangkutan.



b) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara, oIeh:
1) Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini

hasilnya kemungkinan besar akan subyektif karena dikhawatirkan
jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan mempengaruhi
obyektivitas penilaian. Untuk mengurangi subyektifitas hasil
penyusunan indeks, dapat melibatkan unsur pengawasan atau
sejenisnya yang terkait.

2) Unit independen yang sudah berpengalaman dan mempunyai
reputasi dan kredibilitas di bidang penelitan dan survei, baik
untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Independensi
ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif.

3) Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran
perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik.

4) Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada publik
minimal di ruang Iayanan atau melalui media cetak, media pemberitaan
online, website unit, atau mediajejaring sosial.

5) Contoh format publikasi dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.



BABV
LANGKAH-LANGKAHPENGOLAHANDATA

Pengolahan data masing-masing metode SKM sebagaimana pada BAB II,
dilakukan sebagai berikut:

A. Pengukuran Skala Likert

1. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur
pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur
pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sarna. Nilai
penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Jumlah bobot 1
Bobot nilai rata-rata tertimbang = -------= - N

Jumlah unsur X

x = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak

- 0,11
9

p an digunakan pendekatan nilai rata- rata
erikut:

x Nilai penimbang
Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka
hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan
rumus sebagai berikut:

SKMUnit pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap
unit pelayanan dimungkinkan untuk:

a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan

dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.



Tabel I

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan KineIja
Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi Nilai Interval (NI) Konversi (NIK) Pelayanan Pelayanan

1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 0 Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31- 100,00 A Sangat Baik

B. Pengolahan Data Survei
Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara,
yaitu:
1. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program
komputer / sistem data base.

2. Pengolahan secara manual
a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasu~:___.._

formulir mulai dari unsur 1 (Ul) sampai dengan un
b) Langkah selanjutnya untuk mendapatkanj.ailaj

pelayanan dan nilai indeks unit pelay
1) Nilai rata-rata per unsur pel"'_"",cu->..1Ll

Nilai masing-masing
jumlah kuesio
mendapatkan

ai dengan
anjutnya untuk

an maka jumlah nilai
~ .......~_..dengan jumlah responden

en an nilai rata-rata tertimbang per unsur
P.lJClLn:"5J---- iumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan

an 0,11 (apabila 9 un sur) sebagai nilai bobot rata-rata
r

1 ai indeks pelayanan
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara
menjumlahkan X unsur.

3) Pengujian kualitas data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-
masing kuesioner disusun dengan mengkompilasikan data
responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis
kelamin, pendidikan terakhir an pekerjaan utama. Informasi ini
dapat digunakan untuk mengetahui prom responsen dan
kecenderungan penerima layanan.

c. Laporan Hasil Penyusunan Indeks
Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap
unit pelayanan instansi pemerintah disusun dengan materi utama sebagai
berikut:
1. Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah
nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata -rata setiap
un sur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk
setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11
(untuk 9 un sur)



Contoh:
Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masingunit pelayanan adalah
sebagaimana tabel berikut:

Tabel
II

Nilai rata-rata per un sur

NILAIUNSUR
NO UNSURSKM SKM
1 Persyaratan A
2 Sistem, mekanisme, dan prosedur B
3 Waktu penyelesaian C
4 Biayaj'tarif D
5 Produk spesifikasijenis pelayanan E
6 Kompetensi F
7 Perilaku pelaksana G
8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan H
9 Sarana dan prasarana I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan car
sebagai berikut:
Nilai Indeks (X)= (a x 0,11) + (b x 0,11) + (c + 0,1) + (d x 0,1 _.__...-".AL

(fx 0,11) + (gx 0,11) + (h x 0,11) + )
Dengan demikian nilai indeks (X) h Jtl
disimpulkan sebagai berikut. D
a) Nilai SKM setelah dikonversi = Tl .....• "",..."Tl

a olom Mutu Pelayanan)
y ihat Tabel I Kolom Kinerja Unit Pelayanan)

Prioritas pe an kualitas pelayanan
peaifigkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang

me unyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan
unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal hams tetap dipertahankan.

3. Penyusunan jadwal
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu
selama l(satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:
a. Persiapan, dilakukan 6 (enam) hari kerja
b. Pengumpulan data, dilaksanakan 6(enam) hari kerja;
c. Pengolahan data indeks, dilakukan 6 (enam hari kerja);
d. Penyusunan dan pelaporan hasil dilakukan selama 6(enam) hari kerja.



BABVI
PEMANTAUAN,EVALUASIDANMEKANISMEPELAPORANHASIL

PENILAIANINDEKSKEPUASANMASYARAKAT

1. Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk tersebut melaporkan hasil
pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan instansi pemerintah yang
bersangkutan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik.

2. Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM unit
pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada
masyarakat.

3. Pengujian kualitas data. Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan
dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data
responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin,
pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk
mengetahui profil responden dan kesenderungan.

4. Untuk memudahkan pengolahan data indeks kepuasan masyarakat . setiap
unit pelayanan, pedoman umum ini dilengkapi dengan pengol d a melalui
komputer, yang diinstal pada komputer masing-maisng uni ayj
Jenis program pengolahan melalui komputer yang S s
Indikator Kepuasan Masyarakat Terha
menggunakan program, antara lain:
a. Operating Sistem (OS)DOS, at
b. Operating Sistem (OS) t
SPSS, dan lain-lainn

5. Untuk g pelayanan secara berkala
berkesinambungan. Dengan

tingkat kepuasan masyarakat dalam
UL....-· • .>-<:l'T'I gka waktu survei antara periode yang satu ke

a a dilakukan 3(tiga) sampai dengan 6(enam) bulan atau
angnya 1(satu) tahun sekali.

sanaan penyusunan survei kepuasan masyarakat yang bersifat
administratif diatur tersendiri. Keberhasilan pelaksanaan

enyusunan survei kepuasan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas unit pelayanan instansi pemerintah daerah tergantung kepada komitmen
dan kesungguhan para pejabat maupun pelaksana di masing-masing instansi
serta masyarakat.

7. Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei.
Penyampaian hasil SKM wajb dipublikasikan, minimal di ruang layanan atau
melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, atau mediajejaring
sosial.



BABVII
ANALISAHASILSURVEIDANRENCANATINDAKLANJUT

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa
terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dna non teknis secara
keseluruhan. Sehingga akan menggambarkan hasil yang obyektif dari SKM itu sendiri.
Analisa masing-masing unsur SKMdapat dilakukan dengan cara:

1. Analisa Univariat
Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan
hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini
merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik,
seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan
dalam grafik atau gambr serta perhitungan- perhitungan deskriptif dari
masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan
dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical
Package for Social Sciences).

2. Analisa Bivariat
Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang ko
satu unsur dengan unsur lainnya. Contoh: hubungan ant
dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur kompetensi.; ...
perilaku petugas. Tujuan dari analisa bivari
hubungan satu unsur dengan unsur 1
suatu masalah.

dimunculkan analisa
alitatif. Analisa ini sangat

p~yon. maupun pengambilan kebijakan

Melalui analisa
kuantitatif saja (indeks
penting untuk ~~ll.\IC~m..,
dalam ran ~ I

isa perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut
perbaikan. Re anjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai
dari un sur y g g buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan
tindak lanj perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah
(lebih 12 bulan kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak Ianjut perbaikan hasil SKM dapat dituangkan dalam tabel
berikut:

RENCANATINDAKLANJUTPERBAIKAN

NO PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN WAKTU PENANGGUNG
UNSUR JAWAB



BAB VIII
PENUTUP

Survei kepuasan masyarakat merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi
penyelenggara pelayanan publik. Oleh sebab itu perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan dasar peningkatan
kualitas pelayanan publik dengan memunculkan inovasi baru atau mereplikasi inovasi
pelayanan publik yang sudah ada.

BUPATI JEMBER,




